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ABSTRAK

Mantan pegawai setempat warga negara Italia Antonio Maio
menggugat Perwakilan Republik Indonesia di Vatikan. Dengan dasar bahwa
hak-hak pekerjanya tidak terpenuhi. Ia meminta ganti rugi sebesar € 247.134,29.
Sengketa ini tidak sampai di pengadilan, namun diselesaikan dengan out of court
settlement dengan diberikannya ganti rugi kepada Antonio Maio sejumlah €
65.000,00. Sengketa ini berakar dari perjanjian kerja pegawai setempat. Dimana
terdapat pilihan hukum dalam perjanjian kerja transnasional tersebut. Sedangkan
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara tegas mengatur hal tersebut.
Tetapi pilihan hukum dalam perjanjian kerja transnasional tertulis di dalam
Lampiran II Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun
2006, lex causae dalam kontrak kerja sudah ditentukan melalui pilihan hukum
sudah disepakati para pihak. Karena itu perjanjian kerja tersebut tunduk kepada
hukum Indonesia. Keabsahan pilihan hukum perlu dijelaskan, melihat perjanjian
kerja transnasional yang dalam praktik sering terjadi. Pentingnya kejelasan hukum
tersebut untuk menghindari kerugian hak pekerja yang berakar dari pilihan
hukum. Prinsip yang bisa dipakai untuk membantu menghindari kerugian adalah
protection for the best interest of all workers. Dengan prinsip ini, perlindungan
hak pekerja yang terbaik bisa digunakan. Jika misalnya pilihan hukum yang
ditunjuk menggunakan asas Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai /ex
causae lebih buruk, protection for the best interest of all workers membantu

pekerja dengan memilih hak yang lebih baik.

Penulisan hukum ini membahas hukum yang seharusnya berlaku bila
pilihan hukum dari para pihak menciptakan hak-hak yang lebih rendah daripada
perlindungan hak-hak hukum memaksa. Penelitian dilakukan menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Dalam hukum Indonesia terdapat kekosongan
hukum sehingga tidak jelas keabsahan hukum perjanjian kerja transnasional.

Kesimpulan ini diharapkan memberi masukan kepada pihak yang terkait.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Transnasional, Pegawai Setempat, Pilihan

Hukum, Hukum Memaksa
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Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih sangat jauh dari
sempurna. Karena itu penulis sangat menghargai setiap saran dan masukan demi
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Bandung, 30 Januari 2024

Enrico Vando Nathaniel
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perwakilan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perwakilan RI)
secara operasional dan administratif merupakan bagian dari Kementerian
Luar Negeri. Dalam menjalankan organisasinya, Perwakilan RI di luar negeri
didukung oleh susunan organisasi dan pekerja. Pegawai Setempat (Local
Staff), merupakan salah satunya. Pegawai Setempat yaitu Pegawai Tidak
Tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.
Pegawai Setempat yang bekerja di Perwakilan RI di Luar Negeri yang terikat
dengan kontrak kerja pada praktiknya, tidak sedikit yang akhirnya menuntut
Perwakilan RI tempatnya bekerja. Hal yang dipermasalahkan adalah hak
buruh yang menurut penuntut tidak dipenuhi seperti Kenaikan Gaji dan
Pesangon. Masalah-masalah tersebut pada gilirannya berdampak pada adanya
tuntutan hukum kepada Perwakilan RI di Luar Negeri c.q. Pemerintah
Indonesia. Tuntutan tersebut berupa adanya potensi Perwakilan RI untuk
membayar sejumlah kompensasi yang dapat membebani anggaran.

Permasalahan Pegawai Setempat salah satunya dapat ditemukan pada
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vatikan. Seseorang pegawai
setempat WNA yang bernama Antonio Maio (AM), sudah bekerja selama
kurang lebih 35 tahun (terhitung sejak 10 Juli 1978) di KBRI Vatikan'. AM
yang memasuki masa pensiun, menuntut KBRI Vatikan untuk diberikan
pesangon sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Italia. AM menyatakan
bahwa sampai akhir Maret 2014 Pemerintah Indonesia melalui KBRI Vatikan
belum memberikan pesangon tersebut, dan akan segera menindaklanjuti
secara hukum’. KBRI menerima surat resmi dari Unione Italiana del Lavoro

di Roma e del Lazio disingkat UIL di Roma e del Lazio (Serikat Pekerja Italia

! Sumber Informasi disarikan dari laporan masalah-masalah pegawai setempat Kementerian Luar
Negeri tahun 2014-2015.
2 ibid.



cabang Roma dan Lazio), isinya tuntutan agar KBRI segera memenuhi

hak-hak pekerja AM. Tuntutan AM mencakup beberapa hal, yaitu *:

a. “Kekurangan gaji yang diterima AM selama bekerja (gaji yang
diterima AM dianggap tidak sesuai dengan standar upah Italia);

b. Pesangon;

C. Gaji ke-13 dan ke-14;

d. Penggantian hak cuti, di mana seharusnya mendapatkan hak cuti
sebanyak 30 hari kerja namun dengan aturan Indonesia hanya 12
hari kerja.

e. Kekurangan pembayaran social security.”

UIL di Roma e del Lazio memberikan tenggat waktu 15 hari untuk KBRI
Vatikan menanggapi surat tersebut, setelah melewati tenggat waktu tersebut
UIL di Roma e del Lazio akan menuntut KBRI secara resmi ke pengadilan.
Untuk meminta penjelasan mengenai jumlah nominal uang tuntutan
yang diminta AM, Kepala KanseleraiiHoC KBRI Vatikan melakukan
pertemuan dengan Ms. Luisa Panetti (pengacara AM). Dalam pertemuan
tersebut, Ms. Luisa Panetti menyampaikan beberapa hal. Antonio Maio mulai
bekerja sebagai Pegawai Setempat (PS) di KBRI Vatikan sejak 6 Juni 1979
sampai dengan 31 Desember 2013*. Selama AM bekerja, gaji total yang
seharusnya didapat sebesar equivalent € 546.840,79, namun total yang
diterima Sdr. Antonio adalah equivalent € 450.072,92°. Terdapat selisih
sebesar € 96.767,87 dari gaji yang diterima. Selisih tersebut menurut AM dan
Pengacaranya disebabkan Perwakilan RI Vatikan tidak membayar gaji AM
sesuai standar upah di Italia. KBRI Vatikan juga tidak membayarkan gaji 13
dan 14 kepada Sdr. Antonio, yang masing-masing seharusnya berjumlah €
45.648,64 dan € 45.820,31°. Selain itu KBRI Vatikan juga diminta untuk
membayar kompensasi cuti Sdr. Antonio, di mana menurut peraturan Italia
yang bersangkutan berhak mendapatkan cuti selama 26 hari dalam setahun,
sementara KBRI Vatikan hanya memberikan cuti selama 12 hari dalam
setahun’. Untuk itu jumlah kompensasi yang harus dibayarkan adalah €

6.623,63%. Di samping kekurangan-kekurangan tersebut, sesuai peraturan

? ibid.

4 ibid.
5 ibid.
6 ibid.
7 ibid.
8 ibid.



tenaga kerja Italia, KBRI Vatikan juga diminta untuk membayarkan pesangon
kepada Sdr. Antonio Maio sebesar € 52.273,84°. Perhitungan tuntutan Sdr.

Antonio Maio,

Gaji Seharusnya € 546.840,79
Gaji Diterima - €450.072,92
Gaji ke-13 € 45.648,64
Gaji ke-15 € 45.820,31
Cuti € 6.623,63
TOTAL € 194,860,45
Total Pesangon €52.273,84
_l’_

TOTAL TUNTUTAN € 247.134,29

Dengan demikian, total yang harus dibayarkan KBRI Vatikan kepada Sdr.
Antonio Maio adalah sebesar € 247.134,29 (dua ratus empat puluh tujuh ribu
seratus tiga puluh empat euro dua puluh sembilan sen). Ms. Luisa Panetti
menyatakan KBRI Vatikan mempunyai waktu 10 hari guna menanggapi
tuntutan ini.

HoC KBRI Vatikan menyampaikan kepada pengacara AM bahwa
KBRI Vatikan telah membayarkan gaji 13 dan 14 kepada PS KBRI Vatikan'®.
Tuntutan tersebut dikonfirmasi KBRI Vatikan dengan AM. AM
menyampaikan bahwa pihaknya tidak diajak bicara oleh pengacara secara
mendalam''. Maka informasi mengenai KBRI Vatikan membayarkan gaji 13
dan 14 kepada PS belum disampaikan kepada pengacara'’. Lalu menurut
perhitungan konsultan KBRI Vatikan, jumlah pesangon yang seharusnya
dibayar oleh KBRI sedikit lebih rendah dari yang diminta AM yaitu €
50.297,93"%. Perhitungan yang digunakan untuk menentukan jumlah
pesangon adalah Art. 2120 codice civile Disciplina del trattamento di fine

rapporto (Pasal 2120 Kode Sipil tentang Tata cara pemberian hak pesangon).

% ibid.

1 ibid.
" ibid.
12 ibid.
13 ibid.



“Dalam setiap kasus pemutusan hubungan kerja, pegawai
mempunyai hak menerima pembayaran pesangon. Pesangon
dihitung untuk setiap tahun hubungan kerja berdasarkan kuota
vang sama/tidak melebihi gaji satu tahun dibagi 13,5. Kuota
tahunan dikurangi untuk masa kerja di bawah satu tahun, dengan
menganggap bulan yang utuh periode kerja yang sama atau
melebihi 15 hari..."*”

KBRI mengirimkan email kepada pengacara AM untuk melakukan

rekalkulasi jumlah tuntutan AM.

Ms. Luisa Panetti dan AM sepakat untuk menolak secara keseluruhan
isi surat/email dari KBRI Vatikan tanggal 13 Juni 2014"°. Ms. Panetti juga
menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan tuntutan hukum dalam 5
(lima) hari kedepan, jika KBRI Vatikan tidak memberikan proposal
perdamaian (penyelesaian di luar pengadilan)'®. Untuk membantu
menyelesaikan tuntutan ini, KBRI Vatikan menghubungi Satuan Kerja
(Satker) terkait di Kementerian Luar Negeri di Jakarta'’. Satker terkait
meliputi Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Administrasi
Kementerian dan Perwakilan, serta Biro Perencanaan dan Organisasi'®.
Setelah beberapa bulan AM mendatangi duta besar KBRI Vatikan untuk
berdiskusi perkembangan tuntutan, namun KBRI Vatikan belum
mendapatkan tanggapan dari Satker Kemenlu di Jakarta'®.

Pada 22 September 2014, Duta Besar (Dubes) RI untuk Tahta Suci
Vatikan bertemu dengan AM beserta pengacara (Ms. Panetti) membahas
mengenai solusi alternatif untuk tuntutan AM (out of court settlement)®.
Usulan Dubes RI Vatikan untuk membayar pesangon yang sebenarnya yaitu €

50.297,93, ditolak lagi oleh AM dan pengacaranya. Ms. Panetti mengatakan

" In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto
ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per
l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e'proporzionalmente ridotta per le frazioni di
anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. (Lihat
Art. 2120 codice civile Disciplina del trattamento di fine rapporto)

'3 laporan masalah-masalah pegawai setempat Kementerian Luar Negeri tahun 2014-2015, loc. cit.
' ibid.

7 ibid.

18 Pasal 10 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021, “Sekretariat Jenderal terdiri
atas: a. Biro Dukungan Strategis Pimpinan, b. Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan
Perwakilan, c. Biro Perencanaan dan Organisasi; d. Biro Sumber Daya Manusia; e. Biro
Keuangan,; dan f. Biro Umum.”.

! laporan masalah-masalah pegawai setempat Kementerian Luar Negeri tahun 2014-2015, loc. cit.
2 ibid.



jumlah yang dituntut adalah € 90.000,00%'. Jumlah ini lebih didasarkan pada
kenyataan bahwa jumlah uang pensiun yang diterima oleh AM per bulannya
lebih rendah € 500.00 dari yang seharusnya®. Kekurangan tersebut karena
gaji AM selama bekerja di KBRI Vatikan lebih rendah dari standar gaji
pekerja Italia sehingga jumlah pembayaran iuran pensiun AM juga lebih
rendah.

KBRI Vatikan berhasil menunda AM mendaftarkan tuntutan ini ke
pengadilan beberapa kali dengan harapan dapat menyelesaikan masalah ini
dengan out of court settlement. Sekjen Kemlu RI memberikan arahan kepada
KBRI Vatikan untuk mengedepankan penyelesaian masalah AM?>. Serta
KBRI Vatikan diminta untuk melakukan negosiasi kompensasi penyelesaian
kasus out of court settlement pada kisaran € 50.297,93 s/d € 90.000,00*.
KBRI Vatikan kembali melakukan negosiasi dengan Ms. Panetti, yang pada
akhirnya AM setuju untuk melakukan out of court settlement dengan jumlah
€ 65.000,00%.

Pada tanggal 24 Februari 2015, Ms. Panetti menghubungi KBRI
Vatikan untuk menyampaikan informasi bahwa berkas tuntutan AM kepada
KBRI Vatikan telah diterima secara resmi oleh Pengadilan Roma®®. Dalam 3
(tiga) hari ke depan, jika tidak ada tanggapan untuk melakukan penarikan
tuntutan oleh KBRI Vatikan maka penyelesaian tuntutan akan dilakukan
melalui pengadilan?’. Jumlah tuntutan yang diajukan AM kembali kepada
besaran awal tuntutan yaitu € 247.134,29, karena tidak ada kejelasan dari
pihak KBRI Vatikan untuk out of court settlement’s. Untuk menangani
tuntutan ini, KBRI Vatikan menggunakan pengacara dari SQ Law Offices
yaitu Gianluca Meranda®.

Sekjen Kemlu RI memberikan arahan kepada KBRI Vatikan untuk

melanjutkan out of court settlement dan mengunci jumlah kompensasi

2 ibid.
22 ibid.
2 ibid.
24 ibid.
% ibid.
26 ibid..
27 ibid.
28 ibid.
2 ibid.
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sebesar € 65.000,00°°. Pada 26 Maret 2015, dilakukan pembicaraan antara
KBRI VAtikan dengan AM dan pengacaranya®’. Dari pembicaraan tersebut
AM setuju untuk menarik tuntutan dari pengadilan dan menandatangani
kesepakatan out of court settlement. Jumlah bayaran yang disepakati AM
adalah € 60.000,00 (enam puluh ribu euro) dan juga setuju untuk dibayarkan
pada bulan Mei/Juni 2015%. Mr. Meranda memberikan saran untuk dibuat
kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak di depan wakil dari Serikat
Pekerja atau di depan hakim, jika sudah ada kesepakatan untuk out of court
settlement”. Kesepakatan dimintakan pengesahan dari pengadilan (verbale di
conciliazione)*. Lalu Mr. Meranda mengusulkan untuk menyelesaikan kasus
ini melalui Direzione Territoriale del Lavoro (DTdL), Roma dan
menginformasikan bahwa keputusan/kesepakatan yang diambil di Direzione
Territoriale del Lavoro ini mempunyai kekuatan hukum yang sama
mengikatnya dengan keputusan pengadilan®. Direzione Territoriale del
Lavoro merupakan lembaga publik yang mempunyai wewenang untuk
menangani kasus-kasus perburuhan di luar pengadilan.

Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan sesuai pengaturan prosedur
penyelesaian sengketa perburuhan melalui lembaga Direzione Territoriale del
Lavoro yang terdapat dalam Codice Procedura Civile Italiano (the Italian
Civil Procedure Code/Undang-undang Hukum Perdata Italia), khususnya
Pasal 410 dan Pasal 411°°. Keputusan untuk penyelesaian di luar pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikatnya dengan putusan
pengadilan, sesuai Pasal 2113 Codice Civile Italiano’’. Pada tanggal 17
Desember 2015 dilakukan penandatanganan kesepakatan penyelesaian secara
damai (Verbale di Conciliazione), dilakukan di Kantor Penyelesaian secara
Damai (Ufficio di Conciliazione), Serikat Pekerja Italia Roma (Unione
Italiana del Lavoro / UIL Roma)®®,

3 ibid.
31 ibid.
32 ibid.
33 ibid
34 ibid.
35 jbid.
3 ibid.
37 ibid.
%8 ibid.
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1.2.

1.3.

Penyebab utama tuntutan tersebut karena AM menuntut bahwa tidak
diterapkannya hukum ketenagakerjaan Italia. Karena itu AM menuntut
terdapat kekurangan gaji yang diterima AM selama bekerja, pesangon, gaji
ke-13 dan ke-14, penggantian hak cuti, dan kekurangan pembayaran socia/
security. Padahal lex causae dalam kontrak kerja sudah ditentukan melalui
pilihan hukum sudah disepakati para pihak, yaitu menunjuk ke arah hukum
Indonesia dan forum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara adalah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan
tinjauan yuridis-normatif terhadap permasalahan tersebut dengan merujuk
pada peraturan terkait yang mengatur tentang Pegawai Setempat yang bekerja
di Perwakilan RI di Luar Negeri, teori-teori, serta penyelesaian tuntutan.
Dengan demikian maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul
“Kajian Yuridis terhadap Perselisihan Hak dari Pegawai Setempat
Berkewarganegaraan Italia yang Bekerja di Perwakilan Indonesia di

Vatikan”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji
dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah klausula pilihan hukum dalam perjanjian kerja antara
pegawai setempat Warga Negara Italia dengan Perwakilan
Indonesia di Vatikan merupakan klausula yang sah ?

2. Bagaimana standar perlindungan hak buruh di dalam hukum
Indonesia (sebagai hukum yang dipilih oleh para pihak)
dibandingkan dengan standar perlindungan hak buruh dari kaidah
hukum dimana tempat perjanjian kerja dilaksanakan ?

3. Apakah hukum memaksa dari hukum Italia yang mengikat Pegawai
Setempat WNA Italia yang bekerja di KBRI Vatikan, dapat
mengesampingkan pilihan hukum dalam kontrak kerja bila standar

perlindungan hak buruh hukum Italia lebih baik ?

Maksud dan Tujuan Penelitian
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1.4.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maksud dan tujuan dari penelitian

ini adalah :

1.

Untuk mengetahui klausula pilihan hukum dalam perjanjian kerja
antara pegawai setempat Warga Negara Italia dengan Perwakilan
Indonesia di Vatikan merupakan klausula yang sah.

Untuk mengetahui standar perlindungan hak buruh di dalam hukum
Indonesia (sebagai hukum yang dipilih oleh para pihak)
dibandingkan dengan standar perlindungan hak buruh dari kaidah
hukum dimana tempat perjanjian kerja dilaksanakan .

Untuk mengetahui hukum memaksa dari hukum Italia yang
mengikat Pegawai Setempat WNA Italia yang bekerja di KBRI
Vatikan, dapat mengesampingkan pilihan hukum dalam kontrak

kerja bila standar perlindungan hak buruh hukum Italia lebih baik .

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh

dari penelitian ini adalah:

1)

Manfaat Teoritis

Agar hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan,

wawasan, dan  pengalaman terhadap penanganan tuntutan Pegawai

Setempat oleh Perwakilan RI Vatikan, serta menambah pengetahuan

mengenai cara terbaik bagi KBRI dalam menangani tuntutan Pegawai

Setempat di Vatikan.
2) Manfaat Praktis
a.  Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Perwakilan

RI di Vatikan dalam menangani tuntutan Pegawai Setempat di Vatikan.

b.

Bagi Kementerian Luar Negeri

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan pemerintah sebagai bahan

evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menyelesaikan

tuntutan Pegawai Setempat di di masa mendatang.
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1.5.

1.6.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan
yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan kebenaran
ilmiah tentang suatu permasalahan. Dimana dalam pelaksanaannya, metode
ini menggunakan cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren
yang artinya menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum yang telah
dianggap benar ke sesuatu yang bersifat khusus®. Penulis akan menggunakan
teori-teori hukum yang relevan untuk menganalisa masalah, seperti pilihan

hukum dan prinsip Protection for the best interest of all workers.

Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan
(Library Research), yaitu dengan mempelajari berbagai pustaka yang
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang
digunakan  pertama, sumber hukum primer seperti peraturan
perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan
yang digunakan adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor
07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006, ILO Core Convention, Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Hukum Italia.
kedua, sumber hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, yaitu berupa jurnal, artikel, buku, pendapat para
sarjana, dan sebagainya. Ketiga, sumber hukum tersier, yaitu bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian
terhadap masalah dapat memperoleh pemahaman dengan dasar literatur dan

kepustakaan yang terkait. Lalu perolehan data berupa data sekunder dan data

¥ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 2002,
hlm. 23.
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1.7.

1.8.

primer seperti wawancara yang diubah menjadi data sekunder untuk

memperkuat penelitian.

Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Dengan analisis deskriptif, maka akan diuraikan data-data yang diperoleh dari
studi kepustakaan, sedangkan dengan analisis kualitatif maka data-data akan
dianalisis menggunakan metode deduktif*’. Penelitian ini menekankan pada
analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran grammatikal,
penafsiran sistematis, penafsiran sejarah hukum, penafsiran otentik, atau

penafsiran futuristik.

Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini akan memuat latar belakang dan alasan mengapa penulis
memilih untuk membahas topik “Tinjauan Yuridis Terhadap
Kontrak Kerja Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik
Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Sengketa Pemenuhan
Hak Pegawai Setempat Warga Negara Italia di Perwakilan RI di
Vatikan)”, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB II: PERJANJIAN KERJA TRANSNASIONAL DAN HUKUM

YANG BERLAKU DI PERJANJIAN KERJA TRANSNASIONAL
Bab ini akan membahas tentang perjanjian sebagai dasar dari kontrak
kerja. Kontrak kerja berdasarkan Hukum Indonesia. Kontrak kerja
transnasional dengan ILO core convention. Lalu hukum yang berlaku
dalam perjanjian kerja transnasional, dijelaskan juga pilihan hukum
dan tidak ada pilihan hukum dalam perjanjian kerja. Serta hukum
Indonesia yang berbenturan dengan hukum memaksa (mandatory

rules).

0 Sutrisno Hadi, “Metode Research 1I”, Andi Ofset, Yogyakarta, 1989, him. 193.
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BAB I11: PERJANJIAN KERJA PEGAWAI SETEMPAT ASING YANG

BEKERJA DI PERWAKILAN RI BERDASARKAN HUKUM

INDONESIA
Bab ini membahas mengenai pegawai setempat asing menurut
hukum Indonesia. Lalu kedudukan Perwakilan RI dalam hukum
Indonesia.  Kewenangan  Perwakilan RI ~ Vatikan  dalam
mempekerjakan pegawai setempat asing dalam hukum Indonesia,
perlindungan hukumnya bagi pegawai setempat asing. Serta
membahas perjanjian kerja menurut hukum Italia.

BAB 1V: HASIL PENELITIAN
Bab ini akan membahas rumusan masalah. Di dalamnya, akan
disajikan temuan dan analisis data yang telah kumpulkan selama
penelitian.

BAB V: PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan
akan meringkas pembahasan dan jawaban peneliti terhadap rumusan
masalah, dan saran dari penulis mengenai penanganan tuntutan tidak
dipenuhinya hak Pegawai Setempat.

DAFTAR PUSTAKA
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